SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Menimbang

Mengingat

—

DI KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

bahwa dengan adanya penghapusan Unit Pelaksana Teknis
Dinas dan pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan
Bidang Pendidikan, perlu mengubah Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru
Sebagai Kepala Sekolah di Kabupaten Kebumen;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 36 Tahun
2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di
Kabupaten Kebumen;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan  Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6058);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun
2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6
Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala
Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 486);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KEBUMEN NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI
KABUPATEN KEBUMEN.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 36 Tahun 2018
tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Kabupaten Kebumen (Berita
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kebumen.

Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen atau dengan sebutan
lainnya.

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan adalah pejabat fungsional
atau pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang melakukan tugas koordinasi
layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.

Sekolah adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kebumen.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan serta menilai dan mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan
dasar.

Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan
mengelola satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Kompetensi adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang melekat pada
dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan
sosial.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah program dan kegiatan
peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional Kepala
Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap dan berkesinambungan
terutama untuk peningkatan manajemen, pengembangan kewirausahaan dan
supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah adalah penyiapan
kompetensi calon Kepala Sekolah untuk memantapkan wawasan,
pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan dalam memimpin Sekolah.
Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah yang selanjutnya
disingkat LPPKS adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat
Jenderal yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab dalam
pembinaan Guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini
dan pendidikan dasar.



2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang

(2)

d
6

a.

iselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:

Kepala Sekolah dapat mengusulkan paling banyak 2 (dua) orang Guru
pada satuan pendidikannya untuk menjadi bakal calon Kepala Sekolah
kepada Kepala Dinas bagi Sekolah Menengah Pertama dan untuk Taman
Kanak-Kanak/Sekolah Dasar melalui Koordinator Wilayah Kecamatan
Bidang Pendidikan;

.Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi bakal calon
Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas setelah mendapat rekomendasi dari
Kepala Sekolah satuan administrasi pangkal tempat guru yang
bersangkutan bertugas; dan

. Guru Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di Sekolah yang
diselenggarakan oleh masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk
mengikuti seleksi bakal calon Kepala Sekolah dengan rekomendasi Kepala
Dinas.

Penyampaian bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang

d

iselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2) huruf a dilakukan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang

d

iselenggarakan oleh masyarakat kepada Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 4 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.
IRA PUSPITASARI, SH

Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015




